
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.260, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kebun Bibit 
Rakyat. Penyelenggaraan. Pedoman. 
Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.12/Menhut-II/2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan 
Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 
Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 tentang 
Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat, 
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a, 
perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang  Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41  Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 
tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4947); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5292); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009  tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010  tentang   
Keudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 
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